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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR... TAHUN...

TENTANG
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERANTASAN PENYARIT
MENULAR
s LR T
Apakah tidak menggunakan judul “Penanggulangan Penyakit Menular™?

Perhatikan ketentuan Pasal B9 ayat (1)L '“{-- 7 EI‘III.II 2023

Pernerintech. Pusal, Pemerntah Doerah, dan -1..'.-.1-'._.',1.-.-.111l'r.-.ln' bertanggung jawab
melnkukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan
pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan pengakit menular =erta
hertanggung jwab terhadap akibat yang dittmbulkannya,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan
meningkatkan  derajat  kesehatan — masvarakat,
diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang
te'rpmgmm lEt'EnEﬂnE. dan bcrkcsmambungan dakam

b. bahwa HE‘T‘LEEgaha.n |i:'ngcndailan da.n pemhemntasan
penyakit menular harus memperhatikan mobilitas dan
perubahan pola hidup masyarakat vang
diselenggarakan dengan cara membangun batas-batas
peran, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan vang
jelas, berkeadilan merata, berhasil guna dan berdaya
guna untuk mencapai l:lEIa]at kesehatan;

c,

pengendalinn.—dan— emberantasan senyakit o enular
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang- Undas & (N OTTIOT IFf Tahun 2023 ke nLang
heaschatan pemerintan | daerah  dan  masyvarakat
bertanggung [awab melakukan penanggulangan
penyakit menular melalai  kegiatan ncegahan
pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular
sertd  Dertanggung  jawab  terhadap akibat  vang
ditimbulkannya; '

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, periu

menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penanggulangan Penvakit Menular;
Catatan:

lika nengacy  Judul  mengegunakan Pencegahan,



r"!'!|:._-".'.-|.|i|.|||_ dan Pemberaniasal Py I|"--1|'-.'I i [ I|I||-1

Mengingat : 1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Latalan!

-

sesual ketentuan angka 39 dan angka 40 Leampiran [ UU No.12 Tahun
J011, dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangsn adalah
1. Pagal 18 avat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

h. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah: dan

Undang-Undang tentange Pemernntahan Daerah

hecuall nka  terdapat peraturan yvang  lebith  tingei atau Berierdjat
memermianEan  secara  langsung pembentuken pératuran  perundang

Undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam
dasar hukum. Sehingga disarankan agar dasar hukum disesuatkan dengan

L..r'l-l"l LA ||..:-.,\_|.|:_. 1



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA

lan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAIN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN, DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
MENULAR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wrusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Utara.

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat lesehatan masvarakat dalam
bentuk promotif, preventif, kuratif, rchabilitatif,
dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerntah

Daerah dan /atau masyarakat.

Catatan: kelentoan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun
23

Upayva hesehatan adalah segala bentuk kepatan
lan/atau serangkaan kematan vang dilakukan secarn
terpadu dan berkesinambungan untuk memelibhara dan
meningkaltkan derapal Keschotan masvarakat dalam
bentuk  promotif preventid kuratif, rehabilitati,
dan fatau paliatil olech Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan/atau masyarakat.

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang berikan
secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat
untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan/atau paliatil.

Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu vang
diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan
vang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat.
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Penanggulangan Penyakit Menular adalah Upaya
iesehatan yang mengutamakan aspek promotifi dan
preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan
menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan
kematian, membatasi penularan, serta penyebaran
penyvakit agar tidak meluas antardaerah maupun
antarnegara scrta berpotensi memimbulkan kejadian
luar biasa/wabah.

Penyvakit adalah suatu kondisi patologis berupa
kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ
dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan
biokimia vang akan menimbulkan gangguan fungsi.
Penyakit Menular adalah Penyakit yvang dapat menular
ke manusia yvang disebabkan oleh agen biologi, antara
lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.

Wabah Penyakit Menular yang selanjuinya disebut
Wabah adalah meningkatnya kejadian luar liasa
Penyakit Menular yang ditandai dengan jumlah kasus
dan atau kematian meningkal dan menyebar secara
cepat dalam skala luas.

Pandemi adalah epidemi Penyakit vang menyebar di
wilayah yang luas, melipufi beberapa negara,

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB
adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian,
dan fatau kedisabilitasan akibat Penyakit dan masalah
xeschatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu
Daerah pada kurun waktu tertentu.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat vang Meresahkan
Dunia yang selanjutnya disebat disingkal KEKMMD
adalah kejadian kesehatan masyarakat yvang bersifat
luar biasa dengan ditandai penvebaran Penyakit
Menular dan/fatau kejadian vang disebabkan oleh
radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,
bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahava
kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau
lintas negara.

Fasilitas Pelayanan Keschatan adalah tempat dan/atau
alat yang digunakan untuk menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun
masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan

oleh Pemerintah Pusal, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyvarakat.

Lalatan: menyvesualkan ketentuan Pasal | angka 8 UU
No. 17 Tahun 2023

Rarantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau
pemisahan seseorang yang terpapar Penvakit Menular
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang
undangan meskipun belum menunjukkan gejala
apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi,
dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun
vang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau
barang yang mengandung penyebab Penyakit atau
sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah
kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di
sekitarnya.
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17. Isulasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakat
dari orang schat vang dilakukan di asilitas Pelayanan
lesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan
petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan
perawatan.

18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, ltermasuk
korporasi.

19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok,
organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan,
dan/atau pthak lainnya.

HIil.

hisan hurul awal tap kata atau stilah yvang sadah

inisikan atau diberi batasan rian dalam ketentuan

umum  ditulis dengan hurul |-.a_r1I|| |-||!-. digunakan dalam

norma vang diatur dan penjelasan
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kan untuk disesumikan

Pasal 2
FEHEEE&E&H—I*&E&H-EM*—&EH—- BT T B T e
Peraturan rah 1T diselenggarakan
bcrdasa.rkan AsAs:
4. kemanusiaan;
b. manfaat;
¢. berdayaguna;
d. keadilan;
¢. kesejahteraan,
f. partisipatif; dan
g. non diskriminatif.

Catatan: pasal 2 untuk dyelaskan dalam penjelasan

Pasal clerm AR L ik MIASIIAE-TIIASITLE, Frifisip

Pasal 3
Peraturan Daerah ini berbajuan—sebagai sebagai pedoman

Pemerintah Daerah dalam:

a. menghentikan penyebaran Penyakit Menular;

b. mengurangi jumlah penderita dan jumlah kematian;

¢. menjaga ketahanan Masyarakat terhadap paparan
Penyalat Menular; dan

d. melindungi kehidupan sosial budaya dan ekonomi
Vasyarakat.

BAB 1l
JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 4
(1) Penyakit Menular terdiri atas:
a. Penyakit Menular langsung:
b. Penyakit tular wvekitor dan binatang pembawa
Fenyalkit;
c. Penyakit Menular vang dapat dicegah dengan
IMUMSas.



i Catatan: Perhatikan ketentuan dalam Pasal 4 Permenkes No, 82 Tahun
| ()] 4

Herdasarkan ocara  penularanny Penyakit Menular dikelompokkan

mer|adl

1, penvakit menular langsung;, o

b, penvakit tular vektor dan inatang pembawa penvakit

Apakah hurul ¢ hal yang berbeda??

(2) Penvakit Menular langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruaf a meliputi:

. difteri;

pertusis;

tetanus;

polia;

campak;

kolera;

ru bellcn;

yellow fever,

meningitis;

Penyakit akibat rotainus;
Penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
penyakit virus ebola;

. MERS-CoV,

human tmmunodefictency  vrus  (HIV)/ acquired

mmune deficiency syndrome (AIDS);

tuberculosis (TB);

kusta;

mnfeksi saluran pernafasan akut (ISPA);

diare;

mfluenza A baru;

typhotd;

hand food and mouth disease (HMFD);

hepatitis;

. pneumokokus;

SARS:

v, corond virus disease 2019 (Covid-19); dan

z. frambusia.

(3] Penyakit tular wvektor dan daw binatang pembawa
Menyakit sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
meliputi:

a. malaria;

b. arbovirosis (demam  berdarah dengue/DBD,
chikungunya, japanese encepalitis [JE);

¢, filaria dan kecacingan;

d. zoonosis (avian influenza, rabies, pes, antroks,
leptospirnsis, brucellosis)

e. schistosomiasis;

f. toxoplasma; dan

E. west nile,

(4] Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

campak;

polio;

difters;

pertusis;

tetanus;

1
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tuberculosts (TB);
hepatitis B;
MeEningitis,;
pneuwmonia;
encephalitis;
typhoid,
kolera;

. riihella:
yellow fever;
influenza;
Penyakit akibat rotavirus,
Penyakit akibat human papilorna virus (HPV);
Fenyakit virus ebola; dan
. demam berdarah dengue.

groTDLagrEToERD

(3 Da_lﬂm hal terdapat Penyakit Menular selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2—ayet{3}—dan
sampal dengan ayat (4] dilakukan pencegahan,
pengendahan dan pemberantazan Penvakit Menular,
sepanjang telah  ditetapkan oleh  pemerintah;

pemerniah-daerab dengan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB Il

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERANTASAN

PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1} Penanggulangan Penyakit Menular vyang telah

(2)

(1)

(2)

(3)

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Wabah atau
Fandemi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Latatan

Mengrunalkan Istilah penanggulangan atau
pencegahnn, pengendalian dan pemberantasan?
Pencegahan, pengendalian, dan  pemberantasan
Penyvakit Menular di luar Wabah atau Pandemi
dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan yang
diatur lebibtaniat dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan
Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan,
pengendalian, dan pemberantasan.

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan,
perlindungan spesifik, pengendalian faktor resiko,
perbaikan gizi Masyarakat dan upaya lain sesuai
dengan ancaman Penvakit Menular,

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau



menghilangkan faktor risiko [Penyakit dan/atau
gangguan kesehatan.

{4) Kegiatan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau
agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

LALALAn

Mengacu Pasal 10 Permenkes Nomor 82 Tahun 2014, namun
pada avat (1) mengguniken “penanggulangan

Ayat (2} sampai dengan ayat (4] dapal dicanlumkan sebag:
definisl di ketentuan mum

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 7

(1) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan
pemberantasan  dalam  Penanggulangan  Penvakit
Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
bersama Masyarakal melalui Upaya Keschatan yang
terdiri atas:

promosi kesehatan;

surveilans kesehatan:

pengendalian faktor risiko;

penemuan Kasus,;

penanganan kasus;

pembernian kekebalan (imunisasi);

pemberian obat pencegahan secara massal; dan

. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

*asal BG aval (2] :.'|._ M

SRosRepoR

Caiatan: Perhatikan ketentusn |

17 Tahun 2023
FeEnangouiangan penyal menuiar dan penangguiangan
penpakll bolak menuilar sefagarmand dimaksud pada
ayat (I}  difakukan meialui Upaga Kesehatan
perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat
Lyd I.'|: PR I LS .'-' AFl SECLIrG i'-,'.".l‘{' HFGIric=s], '-',"."ll'iu i J','|' San
berkestromirngon

(2} Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) ditujukan untuk menghadapi potensi
Wabah, terhadap kelompok Masyarakat vang terjangkit
Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
a. penemuan penderita di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan,

penyelidikan epidemiolog;

pengobatan massal;

pemberian kekebalan massal: dan

intensifikas: pengendalian faktor risiko,

N

Pasal 8
Kegiaten pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan
Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilaksanakan dengan mempertimbangkan  keadaan
lingkungan dan Masyarakat yang menyangkut:
a. kegiatan keagamaan dan/atau keyvakinan;
b. geografis;
c. adat istiadat atau kebiasaan;



d. tingkat pendidikan; dan
e. sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat,

Bagian Ketiga
Penvakit Menular Langsung

Pasal 9
(1) Terhadap jenis Penyakit Menular HNESUNE
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 & ayat (1) hura!
4, Pemernintah Daerah dapst—menetapkan program
pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan sebagai
prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
a. penyakil endemis lokal;
b. penyakit menular potensial Wabah;
c. fatalitas yvang ditimbulkan tingpi/angka kematian
tinggi;
d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik dan
ketahanan yang luas; dan/atau
e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi dan eradikasi
global.
Catatan
Menpacu Pasal 6 Permenkes Nomor 82 Tabhun 2014
{2) Program nencegahan, pengendalian, dan
pemberantasan  Penyakit  Menular  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Upaya
hesehatan dengan mengutamakan kegiatan kesehatan
Masvarakat,

Bagian Keempat
Penyakit Menular Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Fasal 10

Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit
Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 & ayat (1) huruf b dapat
dilaksanakan decngan metode pengendalian vekior dan
binatang pembawa Penyakit sesuai dengan standar baku
yvang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima
Penyakit Menular yang dapat Dicegah dengan Imunisasi

Pasal 11
Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit
Menular wang dapat dicegah dengan  imunisasi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 & ayat (1) huruf ¢
dilaksanakan dengan pemberian kekebalan melalui;
; (Rl e ] g Wl bl ] BN
peraturan-perundang-undangan.

% ratin
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Bagian Keenam
Wabah, KLB, dan KKMMD

Pasgal 12

Gubernur melaksanakan pencegahan, pengendalian, dan
pemberantasan Wabah/KLB/KEKMMD sesuai  dengan
protoko] penanggulangan vang ditetapkan oleh pemerintah.

(1]

(2]

(3)

(4

(2)

(6]

(7]

Pasal 13
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencegahan,
pengendalian, dan pemberantasan

Wabah /KLB/KKMMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1213, Gubernur dapat membentuk tim/komite

arau disebut dengan nama lain.

Catatan: disarankan menggunakan istilah secara

konsisten, tim ataun komit

Keanggotaan tim/komite sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas unsur:

a. Pemerintah Daerah: dan

b. perwakilan pengusaha atau organisasi swasta di

Daerah.

tkademisi;

Tentara Nasional Indonesia/kepolisian;

rokoh Masyarakat; dan

. tokoh agama,

Selain keteptuan unsur sebagaimana dimaksud pada

ayat (2}, dalam keanggotaan tim/komite dapat

mehbatkan pthak laintesleait sesual denpon kebutuhan.

Tim/komite scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

memiliki tugas dan fungsi:

a. melakukan deteksi dini Wabah /KLB/KKMMD;

b. melakukan respon terhadap Wabah/KLB/KEMMD:
dan

¢. melaporkan dan membuat rekomendasi
penanggulangan Wabah/KLE/ KKMMD,

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada avat [4) &}, tim/komite berhak

mendapatkan akses untuk memperolech data dan

informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas

Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat.

Dalam hal percepatan penangpulangan

Wabah/KLB/KEMMD sebagaimana dimaksud pada

ayal (1), Gubernur dapat memerintahkan

Bupati/Walikota untuk membentuk tim/komite

kabupalen, kota atau disebut dengan nama lain.

Ketentuan mengenai unsur keanggotaan, tugas dan

fungsi serta hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sampai dengan ayat (5] berlaku secara mutatis

mutandis terhadap pesyusunan unsur keanggotaan,

uEAs dan lungs seria hak Iimlﬂ'kﬂ'ﬂ']iu: Kabupaten ) kota

e

—_



itau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud
pacda ayat (b).

Catatan: baghimans dengan Om gerak cepatl, sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 Permenkes No. 82 Tahun 2014
fhilam  rangka  penyelenggaran Penanggulangan Penyakit
Menular pada KLB aiow Wabah, dibentuk Tim Gerak Cepat di
trgkeal pusat, prowvins:, dan kabupaten,/ kota.
Tim Gerak Cepat sebagairmana dimaksud pada agar (1)
memiltkl tugas dan fungsi
L. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah,
b, melakukan respon KL atau Wabah, dan

melaporkan dan membual rekomendas! penanggulandgan

(3] Dalam melaksandakan tugas dan fungs sebagaimana cimaksucd

paca ayat (1), Tim Gerak Cepat Dherbiak mendopatkan akses
untuk memperoleh data dan informasi secara cepal dan tepal

AELFT ."i-r'1!||'|':"4"- pelayanan kesehatan dorn masiara ot

BAB IV
SUMBER DAYA KESEHATAN

Catalan

Cukup pada avat (2)

(2] Dalam penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan
pemberantasan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah
menyediakan Sumber Daya Kesehatan yang meliputi:

a. tenaga dan perbekalan keschatan;

b. sediaan farmasi; dan

¢. Fasilitas Pelavanan Kesehatan.

Lalatan: |i"J|'I-.Ii-.|'|.-1.'. jents f hentuk surmber dava
kesehatan dalam Pasal 20 UU No. 17 Tahun 2023:
cumber Daya Kesehalan sebagammana dimaksud Pasal
v agat (3] meliputs

a. Fasilitas Pelaanan Kesehatan,

b, Sumber Daya Manusia Kesehatar,

¢, PerbekalanKesshatan,

i, Sistemn Informas: Kesehatan;

e Teknoll wpikeseMatarn

[, pendonaon Kesehatan; dan

. sumber daga laim Y chiperriukoan

Perhatikan pula dalam Permenkes No. 82 Tahun 2014,

sumber dayva kesehatan tercantum dalam Pagal 27
sampal dengan Pasal 3 vang meliputi sumber dava

manusia, pendanaan, dan teknologl



(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama
penyediaan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan sektor swasta maupun
lembaga swadaya Masyarakal.

(4] Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dapat berasal dari sektor swasta
maupun lembaga swadaya Masyarakat.

BAB V
HAk DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Sctiap Orang berhak:

a. mendapatkan informasi serta edukasi tentang
kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;

b. memperoleh Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu
dan terjangkau; dan

¢. mendapatkan lingkungan yvang sehat bag pencapalan
derajat keschatan.

Catatan; apakah hak diatas fidak dihubongkan dengan
|-I'I.j:-: iril berkantan dengan :.ll'll'r.I:‘-.I- menulary
Pasal 16

Setiap Orang wajib:

a. melaksanakan kegiatan keschatan promotii dan
kesehatan preventif; (upaya kesehatan?)

b. mendukung pelaksanaan Upaya Kesehatan kuratil
dan fatau Upaya Kesehatan rehabilitatif;

¢, melaporkan adanya penderita atau  patut  diduga
penderita Penyakit Menular  yang ditetapkan
scbagal Wabah /KLB/KEKMMD;

Dilaporkan kepada siapa?

d. berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan
kebljjakan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
terkait dengan protokol Penanggulangan Penyvakit
Menular yang ditetapkan sebagai Wabah /KLB/KKMMD
di Daerah; dan

e. menyelesaikan pengobatan sampai tuntas sesual masa
pengobatan yvang telah ditentukan bagi seseorang yang
didiagnosis menderita Penyvakit Menular.

HAS VI
TUGAS DAN- WEWENANG

Catatan: agar dipindahkan setelah BAB |
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Pasal 18—
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BAB VII
LARANGAN

Pasal 19

Setiap Orang dilarang:

a. dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yvang
bertujuan untuk menyebarkan atau menularkan
Penvalkit;

b. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau
terduga penderita Penyakit Menular vang ditetapkan
sebagai Wabah/KLB/KKMMD tanpa kewenangan vang
sah:

¢. memasukkan dan luar wilayah dan/atau
memperjualbelikan hewan yang terinfeksi Penyakit atau
patut diduga telah terinfeksi Penyakit;

d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi
vang tidak benar mengenai suatu Penyakit sehingga
berdampak pada munculnya keresahan Masyarakat,
gangguan ketertiban dan keamanan Dacrah; dan

e. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah  dan/atau  Pemerintah Daerah sebagai
kegiatan pencetus penyebaran Penyakit Menular

BADB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

(1} Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan
MAUPLn terorganisasi dalam penvelenggaraan
Fenanggulangan Penyakit Menular untuk mencegah
kesakitan, kematian dan kecacatan.

(2} Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui:




a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
penilaian dan pengawasan;

b. pemberian bantuan sarana tenaga ahli dan
pendanaan;

¢c. pemberian bimbingan  dan  penyuluhan  serta
penvebaran informasi; dan

d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan
dengan penemuan kebijakan teknis dan/atau
pelaksanaan  perlindungan terhadap Penyakit
Menular.

Latatan

Mengacy Pasal 33 Permenkes Nomor B2 Talhun 2014

BAB IX
KARANTINA KESEHATAN

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadinya Wabah/KLB/KKMMD yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, Gubernur dapat membuat
kebijakan pembatasan  kegiatan kemasyarakatan
meliputi bidang keagamaan, politik, sosial, budaya, dan
olahraga.

(2] Pembatasan Kkegiatan Kemasyvarakatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung
upaya penanggulangan Wabah/KLB/KEKMMD  di
Daerah.

(3] Selain berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, pembatasan kegiatan
kemasyarakatan khusus di  bidang keagamaan
ditetapkan dengan mempertimbangkan fatwa atau
pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh
pemerintah. (catatan untuk  dijelaskan  dalam
penjeiasan pasal demi pasall

(4} Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan kegiatan
kemasyarakatan sebagmimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan  sanksi berupa tindakan  paksaan
penghentian atau pembubaran kegiatan tanpa ganti
kerugian.

(3] Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pembatasan Lkegiatan kemasvarakatan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan paksaan
berupa Karantina danjfatau |solasi dalam Fasilitas
Pelayanan Kesehatan terhadap Setiap Orang yang
dinyatakan positif menderita Penyakit Menular vang
ditetapkan menjadi Wabah/KLB/KKMMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan keterangan
resmi dari lembaga kesehatan atau rumah sakit yang
ditunjuk.

Lalatan

Perhatikan kembali Pasal pPengacuan



BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23
Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk
melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini.
Catatan: disarankan memual WEWENSNE Pens 1] ik PeEEwWaRl
negeri sipil. Dapat merujuk pada Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomeor 3 Tahun 2019 tentang Penvidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dasrah

BAB X1
SANKS]

KETENTUAN PIDANA

Catatan: Perhatikan Lampiran Il UU No. 12 Tahun 2011:

1 5. Relentuan pidana ditempatkan dalam bah tersendin,
gaite bab ketentuan pidana pang Telaknya sesudakh
materi pokok yang diotur atan sebelum bab ketenfuan
peralihan, Jika bab ketentuan peralihan tidak ada,

letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutun

Catatan: dipindahkan pada pasal yang hendak dikenakan
SANKS] |'1|:| ministrati.

Fernatikan ketentuan Lampiran [ UL No. 12 Tahun

2011 dan UL No. 13 Tahun 2022

64. Substansi yang berupa sanks: administratil atau
sanksl keperdamaan atas pelanggaran  norma
tersebut  dirumuskan menjadi  satu  bagian
'['i-l':-i.ll: lengan norma YVEIlg memberikan  sanks:
admirustratil atau sanksi keperdataan.

65, Jika norma yang memberikan sanksi administrative
atau keperadataan terdapat lelnh dan satu pasal,

sanksi administratf ataw sanksi keperdataan



- 1 = . - 1 - ' I .
limamuskan dalam pasal terakhir dar AN

(masal] tersebul

pba, Norma yang memberikan sanks) admimistrati
ganks) keperdataan, atau sanksi pidana harus
litempatkan setelah NOTImA VAT Mermial
Koewalban atau larangan
SanksiPid
Pasal 25

{4 Setiap Orang yang melanggar ketentuan |arangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 |(enam) bulan
atau pidana denda paling banvak Rp 50.000.000,00
{lima puluh juta rupiah).

I Atat
Cek kembal pen 1an Pasal
BAB XIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26
(1} Gubernur melakukan pembinaan terhadap

Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi.
(2} Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan cleh Dinas.
(3} Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diarahkan untuk:
a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah
setempat; dan
c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Penvakit
Menular.

Pasal 27

(1} Pembinaan dalam pencegahan, pengendalian, dan
pemberantasan Penyakit Menular dilakukan melalui:
a. pemberdayaan Masyarakat;
b. pendavagunaan tenaga keschatan; dan
c. pembiayaan program.

(2] Pemberdayaan Masvarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul a dilakukan dengan cara:
a. advokasi dan sosialisasi;
b, membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau

kemitraan; dan/atau

c. pemberian penghargaan.

(2} Pendayagunaan  tenaga  kesehatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara;
a. pendidikan dan pelatihan teknis;



b. pemberian penghargaan; dan/atau
¢. promosi jabatan.

Catata
s Hagaum bl mbiayaan program L @ |

LEAMLL]
" ‘erhatikan dalam Pasal 26 disebutkan “pembinaan
’ I £ T O, | 1 PR e | b -
lirg "eTnE e lanEal Henvakit Nenukan AFAL

Konsisien dalam pengeunaan kalimal
"
Pasal 28

(1) Gubernur melakukan pengawasan lerhadap
pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular,

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas dan/atau pejabat pengawas
Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan
pejabat fungsional.

Catatan:

ypakah pejabat [unesionszl tersebut bukan merupakan

1

BAB X1l
PENDANAAN

Pasal 29
Pendanaan dalam pelaksanaan vang-tmbul-sebagai-akibat
ditetaplkan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan Delanja Dacrah Provinsi
bortepzarsbir e bl o
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, semua
ketentuan vang mengatur mengenai penceégahan,
pengendalian, dan pemberantasan  Penyakit Menular
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
int.

Calatan

I e - 1 F 1" -k i . ;
RCIENILIEL FLEZIE W4alilE WillldaRSUUr SR clisebutka SELATH
17

" | 1
lengkap dan JElfS PEraluUran per ICEELT TR~ ) "'l.l":i:'.!' LETRELLL

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundanghkan,



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah i dengan
penempatannya dalam Lembaran  Dacerah Provinsi
kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal .

GUBERNUR EALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal ..
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN... NOMOR..,
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (.../..))

¥
LARLElAan

Belum dilampiri penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasa




F‘EMEF{] NTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KESEHATAN

i Jb. Rajawali RT_046 RW. 017 Tanjung Selor Hilir. Kede Pos. 77211
TelpfFax : {{1252) 2024521 2024212, Email - dinkeskallarai@groaii.com

KEPUTLISAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: 910/873a/SEK/DK-EU AV /2025
TENTANG E
TIM PENYUSUN EANCANGAN MERATUEREAN DAERAH
PENANGQULANGAN PENYAKIT MENULAR

KEPALA DINAS KESEIATAN KALIMANTAN UTARA

Menimbang i

a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan passl pazal 5
ayat (1) Peraturan Menteri Késehatan Nomor 82 tahon
2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular,
Pemerintah Dastah dan masyarakat bertanpzongewab
menyelenggaralian penanggulangan penyaldt menulat
serta akibat yang dibmbulkannya, maka Ditas
Kesehatan Frovinzst  Kalimantan  ara peris
membentulc Eancangan ,  Persturan Daerah
Penanggulangan Penyakit Mehular,

b. Bahwa untizk melalsanakan kepiatan terssbut pada
huruf a, perfu kiranya membentuk Tim Penyysun
Eancangan Peraturan Daerah yang personslianys
scbagaimmana tercantum datam lampiran keputusan ini;

¢. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran
Surat Kepuiusan ini dianggap cakap, mampu, dan
memenuhi syarat untuk disershi jabatan 'ﬁf‘j}ﬂ‘fl
tersebut di atas,

Mengingat

1. Pasal 1B ayat (4 Undang-Undang Dagar Mepam
Fepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2012 tentang
Fembentukan Provingi Kalimantan Utara {Lembaran
MNegara Republik donesia Tahun 2012 Nomor 2949,
Tambahan Lembararn I‘-Iﬁgara Republik Indaonesia
Nomor 3362,

3. Undang-Undang Momer 23 Tahun 204 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nemwor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali divbah  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tehun 2023 tentang
Penclapan Peraturan Pemeriniah FPengganu Undang-
ndang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang [Lembara_n Mepara Republik
Indonesia Tahun #0023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran
Neaara Reprablik Indonesia qucrr GA5A);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2023 lentang
Kesehatan (lembavan Nepara Bepublik [ndonesia Tahun
2023 Nomor 103, Tambahen Lembzran NWegara
Republik Indonesia Numar [6887);



Menetapkan

KESATI

KEDUA

5. Peraturan Permernntsh Nomor 40 Tabun 1991 tentang

Penangeulangan Wabah Penyaldit Menular (Lembaran
Megare Hepublik [ndonesis IT&hun 199] Nomor 49,
Tambahan Lembaran ﬂcga:a. Eepubhk ndomncsia
Normor 3447); |

Peraturan Menteri Kesehatan Nomaor 82 Tahun 2014
teritang Penangpulangan P:Fn_',rak:t Memalar  [Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 3014 Nomor 1755},

!
MEMUTUSKAN: |

KEPUTUSAN KEPALA Dll"-IA!fS KESEHATAN PROVINGI
KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PENY{RSLIN
RANCANGAN PERATURAN DAREAH

- PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Membentuly  Tim Fen}'uaun Fancangan FPeraturan
Darrath Penenpeulangan Pﬂn?ﬂ}nt Menular, dengan

" jusunan  personalia sebagalmana: tercantum dalam

lampirzn keputusan ini; |

Tim sebagaimana dimaksud  dikiam  Kesatu

mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Pernbina
Membimbing Han mengawasi selurub ranpleian
kegratan penyuslan dn}-:umen.

2, Pengerah
Memberikan  arahan | tenfang  perencanaan,
pelaksanaan, pengendeliati  Kebijukan dalem
petngumpilan dats dan Dﬂn}uﬁm'lan dokumern.

3, Ketua
a. Memberlkan arahan tﬂl’kait denpan pelaksataan

pengumpuian data daln penyusunan dokamen;
b, Memasbkan optmalisasi dukungan seluruh
sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas
kelompok kerja; dan I
c. Meialtsanakatt  tugas  lain  terkait  dengan
penyusunan Repcangan  Peraturan Dasrgh
pernanggulangan penyakit menular
4, Anggota !
"oa, Melaksanalkan k:cu:nrdma si dengan ingtansi terkait
pelaltsanaan penyusuy, nan dokumen;
b. Melaksanakan pﬂﬂ&laaha.n dan analisa tethadap
iu-igu stratepis dalam penyusunan dekumen;
£. Mendukung kelancaran relaksanaan
penyusunan dokamer,

Menghadiri rapat-rapat koorgdinaai,

¢. Mendukung kelant‘a.r&n pelaksanaan
penyusunan dokumer);

f. Memberikan sekomenklasi kebifakan yang perlu
dilekukean oleh daerah sebepai bahan masukan
begi  tim pu]aksana dalam  penyusunun
TANCANZAN Peraitrarn daerah; *

g. Mengkoordinamken o pembahasan,  evaluasi
rANCENgEAn p-eratumn daerah dapn penctapan

peraturan  daerah penangglﬂangan pervakit
ety lar |

£



KETIGA

KREEMPAT

KELIMA

Tim dalam melalcsanakan tugasnye harus berpedoman
pada lketentuan Peraturan Perundang-Undahgan vang
berkal.

Segala hiayva yang timbual akibat ditctapkan keputusan
b dibehankan pada Angearan Pendapatan dan Belanja
Dgerah Dinas Kesehatan Provinsl Kalimantan Utaps,.
Keputusan i mulai berlaku pada tanggal ditetaphkan.

e -

i fama Ik{adva,."l‘i.-'d
["II [OGRDE1T 190312 1 004



LAMPIRAN KEFUTLISAN KEPALA DIkAS KESEHATAN
PROVINSD KALIMANTAN UTARA |

NOMOR  : G10/875a/8EK/DK-KU/ VI /2023 |
TENTANG : TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
FEMAMCGLITANGAN PENYAKIT MENULAR
i
SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

ur

Fembina r Gubermir Kalimantan L{'ta.ra

Fengarah .+ hepala Dinas Kesehatan Provins] Kalimantan Uara

Ketua : Kepala Bidang Pﬁnregahan dan  Pengendalian
FPenvalit

ARREROLa oo '

1. Kepala  3eksi Pencegahan dan  Pengendalian
Fenyakit Menular (P2EM)

2. Analis Penyakit Menular Seksi P2Ph

3. Analis Kesehatan Seksi P2PM

4. Tirn Penyusin NaskahlAkademnil ITBM Balik Diwa
MWekassar

#ﬂw—Ez_‘pa!a ez,

|-E‘J'Ihlﬂf1"' Trami: Madya ¢ [Vd
N1 1953081? 199312 | 04



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kolonsl H. Soatad Nomor 01 Tanjung Salor Kods Pos FT212 Talp Fax 0552.29454
Email : wobsilo - wiwsw kalarapeoy g id
TANJUNG SELOR

LEMBAR DISPOSISI
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Suratdad  : naf Mefehitan pedima T

No Simt - RTIT T  o™ " Osegenn
. [] sangat Segers

|:,| Rahasia

al . Perggratn [Canperda  Ventas _Peranagilangan
2 P:’%w}ﬂﬂﬂ‘ﬂhﬂufﬂ A S Hﬂu

Diterushan Kepada Saudara : Dengan Hormat Harap :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra O Tanggapan dan Saran

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 0 Proses Lebdh Lanjud

3. Asisben Adminisirasi Umum O Koordinaszi ! KonSrmasikan

T S SR R




A =
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH
<Jafan Kolonal H. Soetadji Nomof 01 Tanjung Selor Moda Pos 77212 Tolp /Fax. 055222454
Emall : kaltaraproviBigmail com veebsite ; wew kafisraprov oo
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Perihal Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan
Penyakit Menular

Kolom Di_'spnms}

| Gubermur.
Sefuju
Tidak Setuju
| Catatan ;
I
Wakil Gubernur
Catatan

1. Falnh F"irsualan

Permohonan Persetujuan Pengusulan Rancangan Peraturan
Craerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular

2. Pra Anggapan
Ferlu diajukan persetujuan pengusulan Rancangan Paraturan
Daerah tentang Penanggulangan Penyaki Menular uniuk
meminta pertimbangan dan persetujuan Gubemur sebelum
ditindaklanjub ke tahapan benkuinya.

3. Fakta dan Data yang Mempengaruhi

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

FPasal 18 ayat (6] Undang-
Undang  Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1245;

Undang-Uindang Nomaor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular;

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2023 tentang
kKesahatan;

Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang
Pembantukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana beberapa kali diubsh terakhir dengan
Undang-Undang Momor 13 Tahun 2022 tentang
Fembeniukan Peraturan Perundang-undangan;
Feraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembertukan Produk Hukum Daerah,
sabapgaimana telah diuban dengan Peraturan Menten
Dalam Megeri Momor 120 Tahun 2018 tenlang
Ferubahan Atlas Peraturan Menter Dalam MNegeri
Momor 80 Tahun 2015 tentang Pembeniukan Produk
Hukum Daerah;

Tingginya penemuan angka kesakitan penyakit
menular sepedi fubercuwosis, HIV-AIDS, malaria,
hepatitis dan infeksi saluran pancernaan, Penyakit yang
Dapat Dicegah dengan Imunisasi (FO31), penyakit yang
diakibatkan oleh vector dan zoonosis




Sakralars Daarah
Calatan :

- = =

a7 ﬁirs'i'k_-:-'pmemuan kagus menular bary [Maw Emerging
Digaase) dan penyakit lama yang muncul kembali (Ra- |
ametgig dsesase) di Provina Kallmentan LRara

4 Analisia dan Pernbahazan
4.1 Bahwa Pembentukan  Produk  Hukum  Daersh
mencaklp tahapan  yakni fshapan peEncansEn,
tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan
ponalapan, ishapan pengundangan dan  tshapan
panyapbariuasan
42 Bahwa dasar pertimbangan pengusulan Rancangan

Fereiuran Daerah tentang Fenanggulangan Penyakit

Manular adalah;

421 Mengedepankan aspek kesehalzn promodive
Aan pravent’ dengan ujuan mengerang dan
manghilargkan timbulnya  penyakll  manular
sajglan dengan pengrapan  Undang-Endang
Mamar 77 Tahun 2023 terdang Kesshatan dan
Undang-undang Moo 4 Tahun 1564

422 Ademya Reancangan  Persduran Deerah
diparukan uniuk pananganan penyakil andemik,
penyakit menular yang muncul kembali dan
peryakil menular bary

423 PFerunya Rancangan Peraiuran Oaarah yang
membenkan kejelasan fungsi, tanggung jawab
dan wewenang yang  efeklif dan  efisien
reningkatkan derajat kesahalan magyarakal

4,3 Bahwa maksud dan tujuan dan pengusulan Rancangan

Peraiyran Carah antara lzin

431 Menyediakan payung hukum dalam kegiatan
pencegehan, pengendalian, dan pemberantasan
pemyakil renular

4372 Menciptakan landasan hukum yvang kual untuk
upaya-Upaya penarggularngan penyakit menular
di Provinzi kalimantan Liara

43.3 Memastikan kesehalan masyarakat dengan
mempriorlaskan aspak promodd dan preventf
dalam menqurangi dan menghitangkan angka
Yepedlan panyakit rmanulear

d.34 Men@ga Ekaelerkatan an hammani  antarg
peraturan dasrah dan peraiuran perundang-
undengan dalam menghadapi penyakit menular

4.4 Bahwa ruang lingkup pengasturan dar Rancangan

FPeraturan Daersh adalah Upaya pencegahan dan

penangoulangan  penyakil menulae di saluen  keda

ingkup Kesehalan, linlas sektor’ program  seda
masyarakal,




5. Saran
Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon persetujuannya
uniuk pengusulan Rancangan Peraturan Daerah !enmng'

Penanggulangan Penyakit Menular.

Demikian telaah ini disampaikan uniuk memohon persetujuan
dan peflunjuk Bapak, atas kebijakannya diucapkan terima

kasih

Kepala Dinas,

y

&
Usman, SRM., M Kes

Pembina Utama Madya, I'Vid

MIF, 19680817 199312 1 002




Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN LUITARA

MNOMOR

TEMTAMG

PENAMNGGULAMNGAM PFEMYAKIT MENULAK

DEMGAM RAHMAT TOHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Habwa dalam ranpka menjaga, melindangi dan
meningkarkan derajar kesvhalan rmasyarakat,
diperlukan  kehbijakan pemerintal dacrah yang
terprogram |, terenrana dan herkesinambongan dalam
penanggulangan penyebaran penyakit menular yang
cenderung semakin meninpkat;

Bahwa penangpulangan penyakit menular harus
memperhiatikan mobilltas dan perabahan pola hidop
masyarakat wvang diseinggarakan dengan cara
membangun batas-batas peran, fungst tanggongawab
dan kewenangan yang jelas, berkeadilan merata,
herhas|l yuna dan bendaya guna antuk mencapai
derajat kesehatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 avat (1)
Peratiiran Menterl Kesehtan Nomor BZ tahun 20014
tentang Penanggulangan Penyvakit Menular, Pemerintah
Dacrah dan masyarakat bertanggun gjawab
menyelengrarakan penanggulanpan Penyakit Manular
serka akibat vang ditibulkannya;

Bahwa  herdacarkan  pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huoruf a, hurof b, san huruf ¢ perly
menctaplkan Peraturan Dasrah tentang Penangpulangan
Penvakit Menular;

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Nepara
Republik Tndones|a tabiun 1945,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabzh
Penyakix Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1984 nomor 20, Tambahan Lepbaran Negara
Republik Indonesia Nomer 3272);

Undang-Undang Nomor 36 Tahon 2009  Leotang
Kesshatan [Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomaor 5063,

Undang-Undang MNomer 12 Tahun 2811 tentang
Pembentukan Feratuwran FPerundang-undangan
(Lermbaran Wegara Republik lndonesla Tahun Z011
Momor 82, Tambahan Lembaran MNepara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Undanpg - Undang Momor 12 Tahun
20149 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan [Lembaran Wegara Eepublik Indonesia Tahun
2012 Momor 183, Tambahat Loembaran Negara Republik
Indonesia Momor 6393);

Undang-IIndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Permerintalian Daeralh (Lembaran Nepara Republik
fndonesia Tahun 2014 MNomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik [ndonesia Nomor 53587) sebapaimana
telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-
Unidang Nomoer 9 Tahun 20005 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahan 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lombaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tatnbaban Lembaran
Mepgara Bepuhlk [ndonesia Nomwer 5679);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 teplang
Permbentukan Provinsi Kalimantan Urara {Lembaran
Wegara Ropublik lodonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambrahan Lembaran Megara Republik (ndonesia Momor
5362);

Undang-Undang Momor 6 Tahun 2018 tlenlang
Kekarahtinaah kesehatan [Lembaran Megara Republik
[ndonesta Tahun 2018 NMomor 128, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penangeulangan Wabah Penyakit Menular [Lembaran
Megara Repubiik lndeonesia Tahun 1991 Nomor 49,

Tambahan Letmbaran Negara Republik indonesia Nomor
1447,




10,

Feraturan kMenterl Dalam Negerl Momor 80 Tahun 2015
ientang Penibuentukan Froduk Hakum Daeralh (Berica
Megara Republik Indonesia Tahon 2015 Nomor 2036).
sebapaimana telah diubah dengan Poraturan Menteri
Dalam Megeri MNomor 120 : Tabun 2018 tentang
Perubraban Atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomar
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019
WMo 1571;
Peraturan Menteri  Kesehatan Momeor 82 Tahun 2014
tentang Penanggulangan  Penyaklt Menular (Berita
Megara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 17553,
Dengan Persstujuan Bersama

DEWAN FERWAKILAN EAKYAT DAERAH PROVINSE: KALIMNTAN UTARA

Monetapkan

dan
GUBERNLUER KALIMANTAM UTARA

MEMUTUSHAN -

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAIIAN,
PENGENDALIAN DAN FPEMBERANTASAN PENYAKIT
MENULAR

EAB [

KETENTUAN UMUM
Pacal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan:

1.

Penyakit Menular adalah penyvakit yang dapat
menular ke manusia yang disebabkan oleh agen
bickogl, antara lain viras, bakteri, jamur, dan
parasic _

Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan
Fenyvakit Menuiar adalah upaya Kkesehatan
melalui kegiatan vang ditujukan unkul;
mencepak, terjadinya penyakit menular,
menurunkan dan munghilangkan angka
kesakitan, kecacatan, dan kematlan, mombatasi

penularan, serta penyebaran penyakit agar tidalc
meluas antar daerah maupun antar negara scrta




10.

berpotensi menimbullkan | kejadian luar hlasa
atau Wabah. '

Kejadian Luar Biasa yvang sclanjutnya disingkat
KLE adalah Timbulnva atau meningkatmya
keladlan Kkesakitan danfatau kematan yang
bermakna secara cpldemiclogis pada  suatu
Daerah dalam kKuorun waktn ertepnty,  <dan
metupakan keadaan yang dapat menjurus pada
terjadinya Wabah. i

Wabah  Penyakit Menular yang selanjummya
disebut Wabah adalah kejadian Dberfangkltnva
suatu penyakit menular dalam masyarakat yang
jumlah penderitantya meningkat secara nyata
immelebihi darli pada keadaan vang lazim pada
waktu dan Daerah tertentu serta dapar
menimbulkan malapetaka .

Tenaga Kesehatan adalabh setiap orang  vang
mengatulikan dirl dalam bliclang kesehatan serta
memilikl pengetahuan dan/fatau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan vang
untuk jenis tertentu memn:zrlukan kewenangan
untuk melakukan vupaya licschatan,

Pelaku Usaha adalah setiap crang perseorangan
warga negara indonesia atau badan usaha vang
berbentuk badan hukuin ]I'na.upun bukan badan
bhukum yang didirikan dan bevikedudukan dalam
wilayah hukum Negara Kesatan Republik
Indonesia yang melakukan keglatan usaha
Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan  program
pendidikan formal dan nonformal pada sedap
jenjang dan jenis pendidlka:n.

Tim Gerak Cepat adalah! Tim vang bertugas
membantu upaya pencegahan. pengendalian dan
pemmberantasan Penyakit Menular pada Kejadian
Luar Elasa atau Wabah i

Masyarakat  adalal |:|Ejrnr.=||15:-|n. keluarpga,
kelompol;, organisas] sosial dan  organisasi
kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
Ferangkat Daerah adalah W-J'-':I].Ikﬂtﬂ sebagadi unsur
penyelenggara pemerintahan tlaerah YANZ




memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom

11. Gubernur adalah Provinsi Kalimantan Utara

12, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
vang memegang kekuasaan Pemerintah Negara
Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

14. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan
Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:
perikemanusiaan;

a
b. keseimbangan;

.  manfaat;
d. perlindungan;

¢ penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f keadilan;

g gender dan nondiskriminatf;

h norma-norma agama;

I kearifan lokal; dan

| pemberdayaan masyarakat

Pasal 3
Tujuan pencegahan, pengendalian, dan
pemberantasan Penyakit Menular untuk:
a mencegah dan menghentikan penyvebaran

Penyakit Menular:

b menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan
kemarian akibat Penyakit Menular;

¢ mengurangi dampak sosial, budava dan ekonomi

akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga
dan masyarakat;



[1)

memastikan masyarakat mendapatikan
pelayanan melalul  pencegaban, pengendalian
dan pemberantasan Penvakit Meonular yvang
etektif rfizien, dan berkesinambungan: dan
membentuk budaya perilaky hidup bersih dan
sehat di masyarakat

BAE il
FEMETAPFAN DAMN PEMGUMUMNAN
Pasal 4

Pemerintah Daerah secara berhala menetapkan
dan mengumumkan Jenis  serta  persebaran
Penyakit Menular halk vang  herporensi
dan/atau menyebar dalam walitn singkat. scrta
menyebiutkan wilayah wyang dapat menjad]
sumber penularan.

(2} Ponetapan kejadian Benvakit Menular
sebhagaimana dirnaksud pacia ayat [1]
meruvpakan jenls Penyakit Menular vane
ditetapkan Pemerintah.

(3} Kejadlan Penyakit MAenular sebagaimana
dimaksud pada ayat {1)] ditctapkan detigan
Keputusan Gubearpur, '

Paszal &
Femerintah Caerah menetapkan upaya

pencegahan, pengendalian dan  pemberantazsan
Fenyakit Menuwlar sebagai prioritas dasrah dengan
kriteria sebagal berilzuk:

a
b
£

penyakit endemis lokal;
Penyakit Mepular patensial Wabah;
fatalitas yang difdmbullcatn tinggi fangka
kematian dnggi;
memilikl dampak sosial, ekonoemi, politik, dan
ketahanan yang luas; dan/fatau
menjadi =asaran reduksi, sliminasi, dan
eradilkasl glohal

BAE 1



(1)

(3]

(3]

(4]

(=]

(6]

i)

(]

UPAYA PENCEGAHAN, PENGENDALIAN LAN
PEWMBERAMNTASAN
Baplan Kesatu Umunt

Fasal &

Upaya Fencegahan dilakukan untuk:

a) Memutus mata rantal penularan;

b} Perlindungan spesifik;

c] Pengendallan faktor resibo;

} Perbaikan gizi masyarakat; dan

¢] Upaya lain sesuai dengan ancaman FPenyakit menular
Upaya pencegahan Penyakit Menular dilakukan
accara harsama antara Masyarakat, Pemerintah
Daevah dan/atau Pemerintal

Fencvegahan Penyakit Menular vang bersumber
dari binatang dilakukan dengan pengendallan
vektor dan binatang pembawa penyalkit.

UIpaya pengendalian dilakukan untuk
mengurangi atau menghtlangkan faklor risike
penyalkit dan/atau gangguan kesehatan.

Dpaya pemberantasan dilaltukan unkuk
meniadakan sumber atau apen penularan, baile
secara Fisik, kimiawi dan biologi,
Penyvelenggaraan pencegdhan, pengendallan dan
poermberantasan Penyakit  Mepular  dilakukan

dengan memperdmbanglan krardaan
lingkungan dan masyarakat.'
Keadaan lingkungzan dan masirarakar

scbagaimana dimaksud pada ayat

(6) meliputl agama, tingkat poendldilRan, sosial
ekonorml dan perkemhangari Masyarakat

Upaya pencogatian, pongendalian dat
pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana
dimalksud pada ayat (1] sampat dengan ayat [7)
dilaltsanaltan  sesual pcréituran perandang-
undangan !



(1)

(2]

{1}

(Z)

(3}

Baglan Kadua
Ke|adian Loar Blasza atau Wabah

Pasal 7

Galam  hal  Fenoyakit  Menular  sehagalimana
dimaksud dalam FPasal 4 | ayar (1] mengalami
peningkatan yang mengarah pada KLB dan/atau
Wabah, upaya pencegahan, pengendalian dan
petnberantasan sebagaiman'a dimaksud  dalam

Pasal & dllakukan dengan cara:

) membentuk Tim Gerak C&pat;

] mengutamakan pemberdayaan masyaralkat;

] mengembangkan jejaring kerla, koordinasi
dan kemitraan  Serta flcer‘ja zama lintas
program, lintas scktor, dan internasional:

d] meningkathan penyediaan sumber daya dan
pemanfaatan teknologi; dan

¢] meningkatkan  dukungan  penelltian dan
pengembangan

Upaya sebagaimana dimaksud pada ayar (1)

dilakukan sesuwai dengan Hearifan lokal dan

kondist Daerah yang terintegTasi secara nasional.

Eagian I{etiga:
Tim Gerak Cepat
Pasal 8

Pemerintah Traetah membentuk Tim Gerak
Cepat  dalam  rangka  moendukung uJpava
pencegahan, pengendalan dan potmberantasan
Penyalkit Menular pada KLE - dan/fatau Wabah.
Tlm Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada
Aval { 1] beranguolakan pal]ng- sedlkit dari unsur:
a) Pemerintah Daerah;

b akademisi;

t] Tenaga Kesehatan: dan

d} Pelaku Usaha,

Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pacda
avat (2] mengikotsertakan lnstansl pusat yang
berwenang di bidang kes manan dan ketertiban.



{4

(5]

(1]

(2]

(3]

Dalarn hal porvecpatan upaya pephcegahan,
pengendalian dan  pemberantasan  penyakit

meonular pada “LB dan /atau Wabah
sebagalmana dimalsud pada ayat [1). Walikota

dapat membentuk Tim Gerak Cepat di tinghkat
kemantren, kelurahan atau Rulkun
Tetangea,/Rukun Warga.

Ketentuan lehik lanjut mengenal pembentulian
Tim sebagalmana dunaksud pada ayat (3]
diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB 1YV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu Felaliu Usaha

Pasal 2

Setiap Pelaku Usaha walib melakukan upaya

poncegaban, pengendalian dan  pemberantasan

Penyakit Menular ditermpat Kerja Yang terdlri atas:

al membuat kehllakan sesual dengan kehljakan
Pemerintah Dacrah; ’

b} penyebarluasan  informasi pencegahan,
pengendalian dan  pemberantazan penyakil
menular

£} penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat
relindung dirt bagipekera;

d] penempatan  petugas penanganan keadaan
darurat dan dllnformasikan kepada scluroh
pekerfa;

#] penyedlaan  data pelaﬁuran untuk setiap
kejadian Penyakit Menular; dan

fl prozedur untuk menangani  Penyakit
Menular sesual dengan Ketennmian
peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap kewallban sebagaimana

dimaksud pada &ayar [1) dikenakan sanksi

adminlsoratlf berupa: .

Altepuran lisam; ;

b tepuran terculis; dan fatau

t] denda administratit.

Ketentuah mengendi lata tAara penerapan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
{2] diatur dalam Peraturan YWallkota.




Paxal 10

Setiap  Pelalku  UUsaha harus bertanggunglawatb
memberikan dukunpgan EAnggungjawab sosial dan
lingkungan di  wilayah sekilar tempat usahanya
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baglan Kedua Satuan Pendidikan
Pazal il

Setiap Satuan Pendidikan harus momillki kebijakan

penanggulangan Penyakit Menular yang terdiri atas:

8. penyebarluasan informasi pencegahan,
pengendalian dan pemberantasan  Penyalkit
Menular i 3atuan Pendidikan:

b. penyvediaan data untuk analisis Penyakit Menular
di lingkungan Satuan Pendidikan;

c. penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat
pelindung diri bagi guru, karvawan, dan siswa di
Satuan Pendidilcan; '

. penempatan petugas  penanganan keadaan
datural dan diinformasikan Kepada selurvuh guru,
karyawan, dan siswa di satuan Pendidikan; dan

e. penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian
Fenyakit Menular i Satuan Pendidiltan.

Pasal 12

Satuan Pendidikan tormal harus mendukung
kegiatan:

a. bulan imunisasi anak selalah (BIAS);

b. imunisasi dasar lengkap anak balita sebagai
syarat masulk selkolaky,

pemberian ohat pencegahan massal (POPM);
promosh kesehatan;

edukasi perllakcu hildup Bersih dan sehat; dan
prosedur untulk menangari Penyvakit Menular
sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

mron



Pasal 13

{1} Pclanggaran terhadap ketentwan scbagaimana

(<]

(1]

(2]

(1]

(2}

dimaksud dalam Pasal 10 dan  Pazal 11
dikenakan zanksi administratif berupa:

a] teguran lisan; dan/atau

k] teguran tertulis.
Kelenluan lehih  lanjut  mengenal ftata  cara
penerapan sanks! adininirtratif sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) diatur dalam Peraturan
Walikota.

EAB ¥
KOORDINASI DAN [EJARING KER]A
Bagian Kesatu Umum
FPazal 14

Femerintah Daerah membangun dan
mengembangkan koordinasi, jejaring kerja., serta
kemitraan antara Instan=i pemerintah, Pelakua
Usaha, Satuan Pendidikan dan Masyarakatk
Koordinasli, jefjaringz lcer)a, darn icemitraan
sebagaimana dimaksud pada avatc (1] dilakukan
dalamy upava pencegahan, pengendallan dan
pemberantasan Penyalkit Mepular,

Eagian Kedua Koondinasi
Paszal 15

Koordinasi antar Ferangké.t Daerah dan Tim

sebagaimana dimaksud dalam Fasal 8 dilakukan

tlalam bentulk : '

a) pertermlan balk sccara boerlkiala maupun sesuai
lkebutuhan; dan/fatau

b] penyatuan keglatan yang memiliki kesamaan
DU EPLE,

Bentuk koordinast sebagaimana dimaksul pada

ayat [1] dilakukan dalamranghka:

a) pelaksanaan rekomendasi findak lanjut
kebijakan kesehatan berdasarkan  analisis
survetlans kesehatan; !




[}

(1)
(£

(3]

(1}

[2]

k) pelaksanaan howaspadaan dini dan respon
tehadap KI.B dan/farau Wahah;

el pelaksanaan  komun i]'l.'.-.'-l.'::ii risike  penyakit,
masalah kesehatan, KLB, daunfatay Wabah;
dan/atau

d] pelaksanaan berkaitan dengan koordinasl
vang ditetaplkan olehWalikota.

Wallltota menunjulk konvdinacor pada keglalan

kacrdinasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1).

Baglan Ketiga fejaring kevja
Pasal 16

Jejarine kera dilakulkan dalam Licntuk
kerjasama.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada avar (1)

dilakukan paling sedikit dengan:

a) perguruan tlnggi;

b} lembaga swadaya lni:l!i}"i:]l’i:l.l-;fal. wang bergeralr di
Bidang Keschatan dan soslal;

o] kelompok masyarakat;

d) kadan usaha; dan/atan

g) tasilitas kesshatan.

Felakzanaan Kerjasama sebagaimana dimalesud

pada ayat (11 dilaksanakan  berdasarkan

ketentuan peraturan dacrah yang mengatur

mengenal lcerjasama.

BAR Y]
SUMBER DAYA DAN ESISTEM INFORMAEI
Baplan Kesatu Tenaga Kesehatan
Pasal 17

Pernetinkah Dacrabh menyelenggaraktan  pelathan
bagl Tenaga Kesehatan guna upaya pencegahan,
pengendalinan dan  pemberantasan Penyakit

Menular. !

Pelatihan sebagaimana  dimalksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhairlkan kebutuhan:



(1]

(]

{2

[4]

(7]

(1)

i) peningkatan koemampuah Mmanajeimen
penanggulangan Penyakit Menular:

b} pencegahan dan pengexidallan fakwor risiko
Penyakit Menular:

] peningkatan kemampuat‘i dalam tata laksana
pemantauan Penyakic Menular;

4} peningkatan kemampuarn tata lalkksana
penanpggulangan KLE danfatau  Wabah;
dan /atau

¢] peningkatan dalam komuhikasi risiko,

Baglan Kedua sarang Pan Prasarana
Fasal 18

Pemerintah Daerah menvediakan sarana dan
PTASATANA tialam jrAyH premzeEgaban,
pengendalian dan pemberantasan Fenyaldc
Menular .
Penyediaan sarana dan przliaarana sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan s=ecara
berjenjang, pada tahap: :
a)] pencegahan;
b) pongendalian;dan
] pemberantasan.
Penyedlaan sarana dan prasarana sebagalmana
dimalcsud pada ayat {1] dengan indikator
utama:
a} angka kesakitamn;
b] angka kematian; dan/atau
¢l angka kecacalan.
Penyediaan sebagalmana dhnaksud pada ayat
(1) dilalczsanakan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan
sarana dan prazaranasahagaimana dimaksuad
pada ayat [1) diatur dalam Peraturan Wallkota,
Bagian Ketiga Sistem | Informasi
Pasal 19 |

Premeriniah Daerah munyr:flcnggarakan SlELerm
informasi terkait upara pencegahan,



pengendallan dan puemberantasan Penvakit
Menular. |
2] Sistemn Informasi sebagalmlana ditnaksud pada
aval (1] terintegrasi dengan Sistermn Informast yang
dibangun oleh: '
a] Pemerintah; dan/atau |
b] Pemerintah Dasrah.
{3) Ketentuan lebih lanut mengenal teknis
penyelenggaraan sistem Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
wWalikara, ;
BaB VIl FENDAMAAN
Pasal 20

Kegiatan wupaya pencegahan, pengendalian  dan
pemberanlasan Penyaklt Menular dilakukan sesuai
dengan kemampuan kevangan daerah yvang
bersummber pada: i

a] Aangparan  pendapatan dan belanja Daerah;
dan/atau |
bl sumber dana lain yang sah dan tidak mengikac
EAE VIII
PERAM SERTA MAS'E-E’A RAKAT
Pasal Z1

|

Masvarakat berperan  =secrta dalam  upaya

nencegahan, |

Peran scrka scbagaiimana dimaksud pada ayal (1)

dilak=anakan melalui:

al proses PEFEeNCAnaan, pelaksanaan,
pemantauan, penilaian, dan pengawasan;

b} pemberlan bantuan sarana, tenaga ahll, dan
finansial; '

o] pemberian bimbingan dan penyuluhan zerta
penyebaran informasi; dan

d} sumbangan pemikiran dan pertlmbangan
berkenazn  dengan  penentuan kebijakan

itelnis dan fatau pelaksanaan perlindungan
rerhadap Penyakit Menular.




Peran serta sebagaimana dijpaksud pada ayat (2]
tlilaksanakan dalam bentuk:’

aj

by
c}

d]

]

I

membanty dan terlibaf dalam perencanaan
keglatan  pencegahan,  pengendallan, dan
pemberantasan Penyakit Menular;
melaksanakan dan mentaat kebijakan yang
telah diterapkan ifleh Femerintabh Davrah;
malaksanakan  protolel Keschatan  yvang
ditetapkan oleh Femerintah Daerah pada saat
ditetapkan KLE dan/falau Wahah;

menjadi conboh dan teladan bagl
masyarakat lain  dalam  bhal pPEnEeraparn
kegilatan kebersihan;

memberilzan pertolongan dan kegiatan sosial
dalam bentuk zarana présarana, sumber daya
manusia maupun Finansial bagi masyarakat
lain vang terkena dampale diteraplkannya KLE
dan/fataue Wahbah;

moenciptakan  kebersithan  lngkungan dan
pencerapan  kegiatan kemanusiaan  vang
berbasis pada upaya - pencegahan,
pengendalian dan pemberanltasan Fenyakit
Mcnular; :

sosialisasi atau penyuluhan niengenai
pencegahan, pengendalian tlan
pemberantasan Penyakit Menulardan/atau
memberikan masukan, informazi Kepada
Femerintah Daerah borkenaan  penetapan
kebijakan telknis dan/atau pelaksanaan



BAE IX
KETENTUAN PEMUTUP
Pasal 22

Peraturan [Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundanglcan

Agar setiap oratg mengetalmiioya, memeriolahlkan

pengundangan Perahuran Daeral ini Jdengan penempatantya
dalam Lembaran Daesrah Kota KaLIMANTAN TITARA.

Cterapkan di Kalimantan Utara
pada tanggal Oktober 2023

GUBERMUR }{E:'LLIMA NTAN UTARA,

e

LZAINAL PALIWANIG, SH.,M.H

Diunsdangkan Ji KALIMANTAN FTARA
pada cahgeal Oktober 2023

Kepala Biro Huloum
KOTA KALIMANTAN UTARA,

trd



